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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Banyak perubahan dimunculkan akibat berkembangnya teknologi komunikasi 

informasi (TIK) bagi sektor publik. Seiring berjalannya waktu kegiatan pemerintahan 

turut memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang ada. Pemanfaatan 

teknologi informasi oleh pemerintah disebut dengan e-government. Dengan 

berkembangnya teknologi informasi e-government menjadi metode yang dipilih untuk 

mengurangi masalah birokrasi yang ada di banyak organisasi pemerintah (Eyob, 

2004:107). E-government dikenal menjadi alat yang efektif digunakan untuk 

penerapan good governance dikarenakan teknologi informasi yang mengubah cara 

pemerintah beroperasi. Di banyak negara e-government menjadi alat yang efektif 

untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah, mengubah cara memberi pelayanan 

kepada masyarakat dan mengubah cara partisipasi masyarakat dalam proses 

pemerintahan (Lee et.al, 2008:183). Di Indonesia e-government merupakan suatu 

upaya yang diusahakan pemerintah guna menciptakan good governance. 

Pemerintahan yang baik atau good governance merujuk pada Peraturan Pemerintah 

(PP) No.101 Tahun 2000 merupakan pemerintahan yang menjunjung serta 

mengembangkan nilai-nilai profesionalisme, akuntabilitas, pelayanan prima, 

transparansi, demokrasi, supremasi hukum, efektivitas, dan efisiensi serta diterima 

oleh rakyat. Penerapan e-government tersebut dapat membawa perubahan bagi bangsa 

Indonesia dengan mendorong terciptanya good governance. 
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Tujuan e-government adalah memberikan kemudahan pelayanan bagi 

masyarakat tanpa adanya intervensi dan dilakukan dengan pelayanan yang lebih 

sederhana. Dengan dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi informasi, 

kemungkinan tindak korupsi dapat diminimalisir dengan meningkatkan akuntabilitas 

dan transparansi instansi pemerintahan. Perkembangan teknologi komunikasi dan 

informasi juga memudahkan masyarakat menerima dan mencari informasi tentang tata 

kelola pemerintah.  

Salah satu cara mengadopsi e-government sebagai usaha pemerintah dalam 

mendorong adanya good governance adalah pengadaan oleh pemerintah untuk 

memenuhi tuntutan pemerintah atau e-procurement. Di negara-negara barat e-

procurement sebagai sistem informasi memudahkan organisasi pemerintah 

mendapatkan barang/jasa dan berkomunikasi dengan penyedia barang/jasa (Hardy & 

Williams, 2008:155) namun ditemukan juga permasalahan e-procurement di negara 

berkembang seperti Malaysia. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kaliannan dan 

Awang dalam Aman & Kasimin (2011:333) di Malaysia ditemukan beberapa 

permasalahan yang terjadi pada penyedia barang/jasa diantaranya adalah dukungan 

sinyal internet yang lemah, kemampuan komputer yang belum baik serta permasalahan 

pada sistem informasi. Di Indonesia aturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa 

pemerintah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 

pada Pasal 1 aturan ini menjelaskan pengadaan barang dan jasa pemerintah disebut 

juga dengan pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan pengadaan barang dan 

jasa yang dilakukan pemerintah yang dianggarkan menggunakan APBD atau APBN 

diawali dengan proses identifikasi kebutuhan. Sutedi berpendapat pengadaan barang 

dan jasa adalah proses yang diawali dari tahap perencanaan, persiapan, perizinan, 
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pengumuman pemenang lelang sampai dilaksanakannya pengadaan serta tahap 

administrasi pada pengadaan barang dan jasa (Suprianto et.al, 2019:252).  

Pemerintah melakukan pengadaan barang dan jasa dengan cara yang 

konvensional sejak sebelum tahun 2008 dimulai. Sistem pengadaan konvensional 

mengharuskan terjadinya interaksi langsung antar panitia pengadaan serta penyedia 

barang atau jasa. Pada pelaksanaannya ditemukan banyak penyimpangan yang 

dilakukan. Kasus penyimpangan serta korupsi banyak ditemukan, dilihat dari data 

statistik penanganan perkara Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada laman 

acch.kpk.go.id di beberapa laporan tahunan KPK terhiting dari tahun 2004 sampai 

tahun 2014, Komisi Pemberantas Korupsi sudah menyelesaikan 411 kasus korupsi 

yang mana 131 dari kasus-kasus tersebut adalah kasus korupsi yang dilakukan pada 

pengadaan barang/jasa. Purwanto berpendapat berbagai permasalahan dan 

penyimpangan tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa faktor yaitu : (a) 

sedikitnya monitoring (pengawasan); (b) wewenang yang disalahgunakan; (c) kontrak 

yang menyimpang; (d) kerjasama antar pejabat publik serta rekanan; (e) tidak adanya 

transparansi; (f) kelemahan yang dimiliki sumber daya manusia (Mulyono, 2020:33). 

Inovasi yang dilakukan pemerintah berbasis e-government salah satunya 

adalah e-procurement, banyaknya contoh ketidakkonsistenan dalam sistem pembelian 

barang atau jasa saat dilakukan secara tradisional memunculkan inovasi ini. Karena 

ditetapkan oleh presiden sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 106 Tahun 

2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau dikenal juga 

dengan LKPP pertama kali membuat sistem elektronik untuk pengadaan barang dan 

jasa. Sistem e-procurement pertama kali dikembangkan dalam bentuk program yang 

disebut INAPROC sejak tahun 2008 oleh LKPP (Nurlukman, 2018:82). Kegiatan 
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pengadaan yang sekarang dapat dilakukan secara elektronik dan dapat dilakukan dari 

lokasi mana pun dengan menggunakan internet membuat proses pengadaan menjadi  

praktis. 

Tersedianya barang/jasa adalah salah satu kebutuhan suatu instansi pemerintah 

dalam menjalankan tugasnya di roda pemerintahan, seiring berjalannya waktu yang 

dibutuhkan pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan akan semakin meningkat 

(Damayanti et al., 2013:140). Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi. Pengadaan barang dan jasa 

menggunakan teknologi komunikasi informasi (e-procurement) bagi instansi 

pemerintah adalah hal krusial yang dibutuhkan sebagai penunjang aktivitasnya dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Pada pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama di 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan 

ketersediaan sarana juga prasarana merupakan bagian penting dalam melaksanakan 

tugasnya. BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan merupakan organisasi pemerintah 

tingkat daerah yang keberadaanya di bidang perencanaan dan pembangunan daerah 

sangat dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Sumatera 

Selatan. Perancanaan pembangunan daerah memliki peran yang sangat strategis 

sebagai upaya mencapai tujuan yang ada pada Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 

2004 yang menerangkan terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya disesuaikan ulang dengan 

kebutuhan prioritas yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan akan infrastruktur 

dan fasilitas instansi terkait. Saat melaksanakan tugasnya di bidang perencanaan dan 

pembangunan secara maksimal BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan membutuhkan 
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kegiatan pengadaan barang/jasa sebagai pemenuhan kebutuhan kantor terutama dalam 

pemenuhan kebutuhan peralatan komputer sebagai sarana penunjang aktivitas 

pegawainya. Dengan menggunakan fasilitas teknologi dan komunikasi, pelaksanaan 

pengadaan barang di BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan sudah menerapkan sistem 

e-procurement menggunakan teknologi berbasis internet dalam pelaksanaan 

pengadaan peralatan komputer. 

Terhitung sejak tahun 2021 hingga tahun 2022 BAPPEDA Provinsi Sumatera 

Selatan telah menggunakan metode e-purchasing untuk melakukan pembelian barang 

peralatan komputer. Terdapat empat paket yang terdaftar pada rekap paket nasional di 

Sistem Informasi Rencana Pengadaan Umum (SiRUP) dengan waktu pemilihan yang 

berbeda-beda. Barang peralatan komputer yang dibeli antaranya adalah laptop, 

scanner dan tab yang digunakan untuk keperluan kantor. 

Pada Pasal 26 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2016 

yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada 

Pemerintah Provinsi Sumsel menyebutkan bahwa E-Tendering atau E-Purchasing 

merupakan cara yang diutamakan dalam pembelian barang dan pelayanan dari 

pemerintah. Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang yang baik 

mulai dari tahap perencanaan barang yang dibutuhkan sampai dengan selesainya 

kegiatan pengadaan, diperlukan pelaksanaan pengadaan yang sesuai dengan Peraturan 

Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 

Sistem pembelian barang/jasa menggunakan E-Katalog dapat disebut juga 

sebagai E-Purchasing. Pejabat Pengadaan (PP) melakukan pengadaan barang/jasa 

bekerja sama dengan Penyedia Barang atau Jasa yang dibutuhkan menggunakan 
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metode pembelian yang dilakukan menggunakan katalog elektronik atau yang dapat 

disebut dengan E-purchasing, selama pelaksanaan pengadaannya sudah dapat 

dilakukan oleh Pejabat Pengadaan. Pada peraturan Gubernur Sumatera Selatan No.37 

Tahun 2016 Pasal 30 dijelaskan bahwa sistem E-Katalog atau katalog elektronik 

dilakukan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan 

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) diharuskan melaksanakan E-purchasing 

untuk barang dan jasa yang terdapat pada sistem E-katalog berdasarkan kebutuhan 

SKPD. E-Purchasing sebagai cara membeli barang dan jasa menggunakan E-katalog 

atau melalui Toko Daring selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 

No.12 Tahun 2021 pada Pasal 1. 

Salah satu cara untuk melaksanakan pengadaan barang yang diterapkan pada 

BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan adalah metode E-Purchasing melalui aplikasi 

Toko Daring (Toko Dalam Jaringan). Toko Daring merupakan aplikasi pengadaan 

barang serta jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Pemerintah bekerja bersama 

PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) sebagai upaya 

menaikkan penggunaan PDN (Produk Dalam Negeri) dan sebagai usaha meningkatkan 

keterlibatan UMK (Usaha Kecil dan Menengah) pada pengadaan barang atau jasa 

pemerintah. Toko Daring dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021, 

merupakan sebuah sistem informasi yang diciptakan untuk memfasilitasi pengadaan 

barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah secara elektronik. 
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Gambar 1 Alur pelaksanaan e-purchasing 

Sumber : Panduan pengguna e-purchasing (http://e-katalog.lkpp.3go.id) 

User atau pengguna yang melakukan kegiatan pengadaan melalui aplikasi 

Toko Daring merupakan Pejabat Pengadaan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan. 

Dengan mengunjungi laman LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Provinsi 

Sumatera Selatan pada http://lpse.sumselprov.go.id/eproc4 lalu selanjutnya 

melakukan login melalui akun Pejabat Pengadaan yang telah terdaftar pada sistem lalu 

memilih aplikasi e-purchasing Toko Daring yang kemudian akan dialihkan menuju 

laman https://tokodaring.lkpp.go.id/ Pejabat Pengadaan dapat menggunakan Toko 

Daring. Peraturan LKPP Republik Indonesia No.9 Tahun 2021 yang menjelaskan 

tentang Toko Daring serta Katalog Elektronik pada Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Pasal 1 menjelaskan tentang tujuan pengadaan barang melalui Toko 

http://lpse.sumselprov.go.id/eproc4
https://tokodaring.lkpp.go.id/
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Daring yaitu supaya pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan dengan cepat, mudah, 

transparan, dan riwayatnya tersimpan secara elektronik. Pelaksanaan e-procurement 

menggunakan aplikasi Toko Daring diharapkan dapat mempermudah pekerjaan 

Penjabat Pengadaan saat pembelian barang.  

Sejak diberlakukannya pembelian secara elektronik, salah satunya pada 

pengadaan komputer, anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam pengadaan 

tersebut. Berikut ditampilkan rencana anggaran BAPPEDA Sumsel untuk pembelian 

komputer tahun 2021 dan 2022: 

Tahun Nama Paket Pagu Waktu Pemilihan 

2022 
Belanja Modal Peralatan 

Komputer Lainnya 
249.100.000 Juni 2022 

2021 

Belanja Modal Komputer Unit 

Lainnya (Laptop) 
67.500.000 April 2021 

Belanja Modal Komputer Unit 

Lainnya (Laptop) 
51.500.000 November 2021 

Belanja Modal Peralatan Personal 

Komputer (Scanner dan Tab) 
14.500.000 November 2021 

Tabel 1 Rekap paket e-purchasing BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan 

Sumber : Sistem Informasi Rencana Pengadaan Umum (SiRUP) LKPP 

Data tersebut menunjukkan dana yang dianggarkan oleh BAPPEDA Sumsel 

untuk pengadaan pembelian komputer pada tahun 2022. Terdapat perbedaan antara 

rencana dan realisasi angaran pembelian peralatan komputer tahun 2022. Data tersebut 

dapat dilihat pada tabel invoice tagihan pembelian peralatan komputer tahun 2022 

berikut: 

Pembelian ke dan Tahun Jumlah 

1 Tahun 2022 Rp. 125.165.991,00 

2 Tahun 2022 Rp. 90.504.640,00 
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3 Tahun 2022 Rp. 89.115.877,00 

Jumlah Rp. 220. 994. 955 

Tabel 2. Invoice Tagihan Pembelian Komputer 

Data diatas menunjukkan perbedaan antara rencana anggaran dan realisasi 

anggaran yang ada. Perbedaan tersebut terjadi dengan beberapa kemungkinan, 

diantaranya perbedaan harga lebih murah dibandingkan dengan harga perkiraan atau 

terdapat perbedaan kuantitas dalam pengadaan yang direalisasikan. Permasalahannya 

adalah dalam rencana yang dibuat tidak disertakan jumlah komputer yang akan dibeli. 

Hal ini membuat realisasi anggaran yang dilakukan tidak dapat dinilai sudah sesuai 

atau belum. 

Beberapa permasalahan lainnya dalam proses pengadaan ini, yang ditemukan 

pada pelaksanaan E-purchasing adalah seperti ketersediaan barang yang kurang dan 

pembatalan pesanan oleh penyedia seperti yang terjadi pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Aceh Tengah (Syamsul et al., 2021:39), kelengkapan informasi yang 

kurang pada katalog elektronik (Lestyowati, 2018:671), serta permasalahan jaringan 

yang memperlambat proses pembelian seperti yang terjadi pada LPSE Kota Malang 

(Habibi & Untari, 2018:165). 
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Gambar 2 Tampilan laman Toko Daring 

Sumber : tokodaring.lkpp.go.id 

Pada pelaksanaan pembelian barang peralatan komputer di BAPPEDA 

Provinsi Sumatera Selatan sering kali Pejabat Pengadaan mengalami kendala yang 

berasal dari sistem pengadaan elektronik yang masih belum berjalan dengan baik. 

Contohnya seperti aplikasi Toko Daring yang tidak dapat diakses di jam kerja karena 

mengalami gangguan server dan perubahan harga pada barang yang sudah dipesan 

secara online karena harga yang tertera pada katalog elektronik di aplikasi Toko 

Daring belum diperbaharui atau tidak di-update oleh penyedia barang sehingga 

pesanan yang telah diajukan harus dibatalkan kembali. 
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Gambar 3 Gangguan server pada aplikasi pengadaan 

Sumber : https://lpse.lkpp.go.id 

Kendala-kendala tersebut memiliki dampak terhadap pelaksanaan pembelian 

barang peralatan komputer pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan. Gangguan 

yang terjadi di server toko daring berdampak pada lamanya waktu yang dibutuhkan 

oleh Pejabat Pengadaan untuk melakukan pembelian barang peralatan komputer secara 

elektronik. Selain itu katalog elektronik yang tidak diperbaharui sehingga 

mengakibatkan perubahan harga pada barang yang sudah dipesan juga berdampak 

pada rencana anggaran yang sudah disusun oleh Pejabat Pengadaan. Identifikasi 

kebutuhan barang dan rencana anggaran direncanakan pada akhir tahun sebelum 

https://lpse.lkpp.go.id/
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pembelian dilakukan pada tahun berikutnya, maka ketika harga barang naik ditahun 

berikutnya sistem e-katalog yang belum diperbaharui berpotensi menyebabkan 

pembatalan pemesanan. Adanya kendala pada proses pemesanan barang melalui toko 

daring tersebut mengakibatkan pelaksanaan pembelian terganggu. 

Sebagai usaha mencapai efisiensi serta efektivitas secara maksimal dalam 

pengadaan barang dan jasa pemerintah maka pengadaan secara elektronik dilakukan. 

Berdasarkan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ada di Peraturan 

Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

yang tertuang pada Pasal 6 terdapat beberapa prinsip pengadaan yaitu efektif, efisien, 

transaparan, terbuka, dapat bersaing, adil, dan akuntabel. Metode e-purchasing pada 

pengadaan barang juga dilaksanakan untuk memperoleh kenyamanan dalam mencari 

informasi serta pelaksanaan pembelian barang dan menghemat waktu serta biaya. 

Mengacu pada teori yang dikemukakan Mulyadi (Indrayati, 2016:80) bahwa 

pembelian terdiri dari lima tahap yaitu permintaan pembelian, permintaan penawaran 

harga dan pemilihan pemasok, order pembelian, pencatatan utang, dan distribusi 

pembelian. Kegagalan pada salah satu tahap ini menyebabkan proses pembelian 

barang secara elektronik menjadi terhambat dan memunculkan pertanyaan terhadap 

penerapan e-purchasing yang seharusnya memudahkan pekerjaan organisasi. Hal 

tersebut menjadi dorongan bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

Berbagai penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dan terkait dengan 

pelaksanaan e-procurement dan e-purchasing sudah cukup banyak diteliti, seperti 

penelitian yang berfokus pada evaluasi sistem e-purchasing oleh Syamsul et.al 

(2021:37), penelitian tentang efek penggunaan aplikasi e-purchasing oleh Febrianto 

et.al (2018:363), penelitian tentang permasalahan yang terjadi pada sistem e-
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purchasing oleh Fadillah et.al (2022:123) dan Panayiotou et.al (2004:79), penelitian 

tentang pelaksanaan e-procurement sebagai inovasi dalam bidang pengadaan oleh 

Kaliannan et.al (2009:27) dan Nurlukman (2018:81), penelitian terkait keberhasilan 

implementasi e-purchasing oleh Deraman et.al (2013:82), penelitian terkait analisis 

pengadaan melalui e-purchasing oleh Utiarahman et.al (2022:79), penelitian tentang 

pengaruh pelaksanaan e-katalog oleh Iqbal (2020:77) dan efektivitas e-procurement 

oleh Dewi et.al (2018:138). Sedangkan penelitian dengan fokus pelaksanaan 

pembelian barang peralatan komputer secara elektronik menggunakan metode e-

purchasing khususnya di instansi pemerintah provinsi Sumatera Selatan belum banyak 

dikaji. Penggunaan teori pembelian dengan lokus BAPPEDA Provinsi Sumatera 

Selatan menjadi kebaharuan penelitian ini.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas serta mengingat pentingnya inovasi 

e-procurement dalam mengurangi permasalahan pembelian barang secara elektronik 

dilakukan bagi sektor publik, maka perlu pengamatan lebih lanjut tentang pembelian 

barang peralatan komputer secara elektronik melalui aplikasi Toko Daring di 

BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan harapan untuk 

mengetahui bagaimana pembelian barang peralatan komputer secara elektronik 

dilakukan di BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan dan mengetahui kendala yang 

terdapat saat melaksanakan pembelian barang peralatan komputer secara elektronik 

melalui Toko Daring di BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana Pelaksanaan Pembelian 

Barang Peralatan Komputer Secara Elektronik Pada BAPPEDA Provinsi Sumatera 

Selatan Dilakukan?” 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan 

pembelian barang peralatan komputer secara elektronik pada BAPPEDA Provinsi 

Sumatera Selatan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menyumbangkan pemikiran bagi kajian Ilmu Administrasi Publik pada 

konsentrasi Manajemen Sektor Publik. Khususnya terhadap pelaksanaan pembelian 

barang peralatan komputer secara elektronik menggunakan metode e-purchasing di 

BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.  

2. Manfaat Praktis 

Diperolehnya bantuan pemikiran dan tenaga terdidik yang dapat memberikan 

saran dan masukan bagi permasalahan pelaksanaan pembelian barang yang dilakukan 

secara elektronik (e-purchasing) pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.  
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